BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ 509 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI

Menimbang

Mengingat

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat,
memastikan masyarakat memahami hak-hak perempuan,
mencegah kekerasan berbasis gender dan mendorong
partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan
maka perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang kebijakan perlindungan perempuan melalui kegiatan
advokasi dan sosialisasi;

bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan perlu menyelenggarakan kegiatan advokasi dan
sosialisasi mengenai kebijakan perlindungan perempuan;
bahwa wuntuk kelancaran pelaksanaan kegiatan periu
menetapkan Narasumber kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Kebijakan Perlindungan Perempuan Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 19 sebagai pelaksanaan
dari Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pemeliharaan Eliminasi Malaria 99 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2024 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor
52);

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025.

Menetapkan Narasumber Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi
Kebijakan Perlindungan Perempuan Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan narasumber
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan materi Advokasi dan Sosialisasi
Kebijakan Perlindungan Perempuan,;

b. memberikan Materi kepada Peserta advokasi dan Sosialisasi
Kebijakan Perlindungan Perempuan; dan




c. melaporkan hasil kegiatan Advokasi dan Sosialisasi

Kebijakan Perlindungan Perempuan kepada Bupati Banggai
Kepulauan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah
(APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agduwtus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

us OIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,

2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/50_9 /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025.

SUSUNAN NARASUMBER ADVOKASI DAN SOSIALISASI
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO. NAMA JABATAN KET

1 SADAT ANWAR BIHALIA, SH.,MH ANGGOTA KOMISI III | NARASUMBER
DPRD PROV. SULTENG

2. MOHAMMAD. SALEH GASIN, SH.,MH ADVOKAD ADVOKASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

SLI/MOIDADY



